
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 29-

TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM

WILAYAH  KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang

kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka berdampak

langsung terhadap Jasa Transportasi Angkutan

Penyeberangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29

Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan sebagai akibat kenaikan

tarif Bahan Bakar Minyak, sehingga perlu dibuat perubahan

dalam rangka penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan

Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1953

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4281);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana beberapa kali

telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4849);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang

Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4145);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003

tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan

Tarif Angkutan Penyeberangan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK

73/AP005/DRJD/2003 tentang Persyaratan Pelayanan

Minimal Angkutan Penyeberangan;

12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun

2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam

Wilayah  Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA

BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN

PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU

TENGGARA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mengalami perubahan

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : Juli 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki

Pada tanggal Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR

47


